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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA  
A. Tinjauan Mengenai Putusan Pengadilan  
1. Pengertian Putusan Pengadilan  
Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan 
merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-
pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan 
sebaik-baiknya.20 
Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Putusan Hakim adalah 
suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang yang 
diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu 
perkara atau sengketa antara para pihak.21 
 Menurut Lilik Mulyadi., Putusan Hakim adalah putusan yang diucapkan 
oleh hakim dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum 
setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya 
berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan 
hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.22 
Menurut Soeparmono, Putusan Hakim adalah pernyataan hakim sebagai 
pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberikan 
                                                          
20 Moh. Taufik Makarao, Pokok-Pokok  Hukum Acara Perdata, Cet 1, ( Jakarta : PT. Rineka 
Cipta, 2004), hal. 124 
21 Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Jogyakarta, 
1993, Hal.174. 
22 Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Prakter Pradilan, 
Mandar Maju, 2007, hal 127. 
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wewenang untuk itu yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk 
menyelesaikan suatu perkara.23 
2. Asas – Asas Putusan Pengadilan  
Asas - asas Putusan Hakim dijelaskan dalam pasal 1778 HIR, Pasal 189 
Rbg dan pasal 19 yang terdapat dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2004 
tentang kekuasaan kehakiman. 
a. Memuat Dasar Alasan Yang Jelas dan Rinci  
Berdasarkan asas ini setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus 
berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup karena putusan yang tidak 
memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup 
pertimbangan atau onvoldoende gemotiveerd (insuffcient judgement). 
Alasan – alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari 
ketentuan : pasal – pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum 
kebiasaan, Yurisprudensil, atau Doktrin hukum.  
Hal ini ditegaskan dalam pasal 23 UU No.14 Tahun 1970, sebagaimana 
diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 sekarang dalam pasal 25 ayat (1) UU 
No.4 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa segala putusan pengadilan harus 
memuat alasan-alasan peraturan perundang-undangan tertentu yang 
disangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tertulis 
maupun yurisprudensi atau doktrin hukum. Bahkan menurut pasal 178 ayat 
(1) HIR, hakim karena jabatannya atau secara ex offcio, wajib mencukupkan 
                                                          
23 Soeparmono, Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi, ( Bandung : Mandar Maju, 2005), 
146 
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segala cara alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang 
berperkara.24 
Untuk memenuhi kewajiban itu, pasal 27 ayat (1) UU No.14 Tahun 1970, 
sebagaimana diubah dengan UU No.35 Tahun 1999, sekarang dalam pasal 
28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 memerintahkan hakim dalam 
kedudukannya sebagai penegak hukum dan keadilan, waajib menggali, 
mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. 
Menurut penjelasan pasal ini, hakim berperan dan bertindak sebagai 
perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan masyarakat. 
b. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan  
Asas kedua, digariskan dalam pasal 178 ayat (2) HIR, pasal 189 ayat (2) 
RBG, dan pasal 50 Rv. Putusan harus total dan menyeluruh memeriksa dan 
mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa 
dan memutuskan sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara 
mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan 
undang-undang.25 
c. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan 
Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan 
dalam gugatan. Larang ini disebut ultra petitum partium. Asas ini 
ditegaskan dalam pasal 178 ayat (3) H.I.R., pasal 189 ayat (3) R.Bg, dan 
pasal 50 Rv . pada asas ini hakim tidak boleh mengabulkan melebihi posita 
maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau 
                                                          
24 M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata , h.789 
25 Ibid, h.800 
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ultra vires yakni bertindak melampaui wewenangnya (beyond the powers of 
his authority). Apabila suatu putusan mengandung ultra petitum, harus 
dinyatakan cacat (invailid) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan baik ( 
good faith) maupun sesuai dengan kepentingan umum (public interest). Hal 
ini mengingat bahwa peradilan perdata semata-mata hanya sebagai sarana 
penyelsaian sengketa antara kedua belah pihak guna melindungi 
kepentingan para pihak yang bersengketa, bukan untuk kepentingan 
umum(public interest). R. Soepomo menganggap peradilan perdata sebagai 
urusan kedua belah pihak semata-mata, dimana hakim bertindak pasif.26 
Asas tersbut tidak hanya melarang hakim untuk menjatuhkan putusan 
yang mengabulkan melebihi tuntutan, melainkan juga putusan yang 
mengabulkan sesuatu yang sama sekali tidak diminta dalam tuntutan, karena 
hal tersebut nyata-nyata melanggar asas ultra petitum, sehingga 
mengakibatkan putusan itu harus dibatalkan pada tingkat selanjutnya.27 
d. Diucapkan dimuka umum  
Prinsip putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk 
umum atau di muka umum, ditegaskan dalam pasal 20 Undang-undang No. 
4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu :  
       semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan 
hukum apabila diucapkan dalam sidang umum.  
Berdasarkan S.E.M.A. No. 4 Tahun 1974 yang dikeluarkan pada tanggal 
16 september 1974 Mahkamah Agung menegaskan bahwa prinsip 
                                                          
26 R. Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, cet.13, (Jakarta : PT.Pradnya 
Paramita, 1994), hal.92  
27 Harahap, op.cit hal. 803 
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keterbukaan harus dilakukan di dalam ruang sidang yang berada pada 
lingkungan gedung pengadilan yang telah ditentukan untuk itu, bukan 
diruangan lainnya meskipun masih berada dalam lingkup gedung 
pengadilan.28 Karena hal ini merupakan pelanggaran terhadap tata tertib 
beracara yang digariskan pada pasal 121 ayat (1) H.I.R. dan pasal 20 
Undang-undang No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yang 
menentukan pengucapan putusan yang dilakukan secara terbuka didalam 
sidang pengadilan. 
Dalam prinsip keterbukaan tidak terlepas dengan kebebasan 
mendapatkan informasi (the freedom of information), dimana setiap orang 
atau warga negara berhak untuk memperoleh informasi yang luas dan akurat 
tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (judicative power) yang 
tidak lain daripada pelaksanaan kekuasaan negara dibidang peradilan 
(judicial power of the state) dalam menyelesaikan suatu perkara.29 
3. Jenis Putusan Pengadilan  
Putusan hakim atau lazim disebut putusan pengadilan diatur dalam pasal 
185 H.I.R., Pasal 196 R.Bg., dan Pasal 46-48 Rv. Hal ini tanpa mengurangi 
ketentuan lain yag ikut mengatur mengenai putusan hakim atau putusan 
pengadilan tersebut, maka dapat dikemukakan berbagi segi putusan hakim 
yang diklasifikasikan dalam beberapa jenis putusan.  
 
 
                                                          
28 Harahap, op.cit., hal. 805 
29 Ibid., hal. 806 
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a. Putusan Sela 
Putusan sela atau putusan yang bersifat sementara yang bukan 
merupakan putusana akhir, sebagaimana yang terdapat pada pasal 185 ayat 
(1) H.I.R atau pasal 48 RV. Tujuan dijatuhkannya putusan sela untuk 
mempermudah perkara yang ajan dihadapi.  
Didalam persidangan putusan sela diucapkan secara terpisah sebelum 
dijatuhkannya putusan akhir, namun putusan sela tidak dibuat dengan 
putusan tersendiri, melainkan hanya ditulis dalam berita acara persidangan. 
Sehingga jika pihak yang berperkara menginginkan putusan sela maka 
hakim hanya dapat memberikan salinan otentik dari berita acara tersebut 
dengan membayar biayanya.30 
Dalam teori dan praktiknya, utusan sela dapat dikualifikasikan dalam 
beberapa macam putusan, antara lain putusan preparatoir, putusan 
interlocutoir, putusan incidenteel, dan putusan provisioneel.  
i. Putusan Preparatoir  
Putusan preparatoir adalah putusan sebagai akhir yang tanpa ada 
pengaruh terhadap pokok perkara atau putusan akhir. Misalnya: putusan 
yang untuk menggabungkan dua perkara atau untuk 
menolak diundurkannya pemeriksaan saksi, putusan yang memerintahkan 
pihak yang diwakili oleh kuasanya untuk datang sendiri.31 
ii. Putusan Interlocutoir 
                                                          
30 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, cet V, Bandung: P.T Citra 
Aditya Bakti,1992. Hal.165 
31 Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Bogor: Ghalia Indonesia, 
2012, 231. 
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Putusan interlucutioir adalah putusan sela yang dapat mempengaruhi 
akan bunyi putusan akhir. Misalnya: pemeriksaan saksi, putusan untuk 
mendengar para ahli, pemeriksaan setempat, putusan tentang pembebanan 
pihak, sumpah dan putusan yang memerintahkan salah satu pihak untuk 
membuktikan sesuatu. 
iii. Putusan Incidenteel  
Putusan Incidenteel adalah putusan yang berhubungan dengan insiden, 
yaitu suatu peristiwa atau kejadian yang menghentikan prosedur peradilan 
biasa. Misalnya kematian kuasa dari satu pihak, baik tergugat maupun 
penggugat, putusan yang membolehkan seseorang ikut serta dalam 
perkara voeging, vrijwaring , tusschenkomst.32 
iv. Putusan Provisioneel 
Putusan provisioneel adalah putusan yang menjawab 
tuntutan provisional, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar 
sementara diadakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak 
sebelum putusan akhir dijatukan. Jadi putusan yang disebabkan oleh 
adanya hubungan dengan pokok perkara dapat menetapkan suatu 
tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak yang 
berperkara. Misalnya: putusan mengenai gugatan istri terhadap suaminya 
untuk memberi biaya penghidupan selama pokok perkara masih 
berlangsung dan belum menghasilkan putusan akhir.33 
 
                                                          
32 Ibid. 232 
33 Ibid. 233 
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b. Putusan Akhir 
Putusan akhir adalah suatu pernyataan hakim, sebagai pejabat negara 
yang diberi wewenang untuk diucapkan dalam persidangan dan bertujuan 
untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara pihak 
yang berperkara dan diajukan kepada pengadilan.34 Putusan atau yang lazim 
disebut dengan istilah end vonis dapat ditinjau dalam berbagai segi. 
2. Ditinjau dari sifat putusan  
Ditinjau dari sifatnya, maka putusan hakim ini dapat dibedakan 
menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :  
a. Putusan Declaratoir 
Putusan declaratoir adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim 
dengan amar yang menyatakan atau menegaskan tentang suatu 
keadaan atau kedudukan yang sah menurut hukum.35 Dalam putusan 
ini dinyatakan hukum tertentu yang dituntut atau dimohon oleh 
penggugat atau pemohon ada atau tidak ada, tanpa mengakui adanya 
hak atas suatu prestasi tertentu. Oleh karena itu, putusan declaratoir 
murni tidak mempunyai atau memerlukan upaya pemaksa karena 
sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan pihak lawan yang 
dilakukan untuk melaksanakannya, sehingga hanya mempunyai 
kekuatan mengikat.36 
 
                                                          
34 Abdul Manan, Penerapan hukum acara perdata di lingkungan pengadilan agama , Jakarta: 
Kencana,2008. Hal 308 
35 Harahap,op.cit.,hal.876 
36 Mertokusumo,op.cit.,hal.175 
25 
 
b. Putusan Constitutief 
Putusan constitutiefadalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim 
yang amarnya menciptakan suatu keadaan hukum yang baru,37 baik 
yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang 
menimbulkan keadaan hukum baru.38 
c. Putusan condemnatoir 
Putusan condemnatoir adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim 
dengan amar yang bersifat menghukum. Bentuk hukuman dalam 
perkara perdata berbeda dengan hukuman dalam perkara pidana. 
Dalam perkara perdata, bentuk hukumannya berupa kewajiban untuk 
melaksanakan atau memenuhi prestasi yang dibebankan kepada pihak 
yang teerhukum. Prestasi yang dimaksud dapat berupa 
memberi,berbuat, atau tidak berbuat.39 
3. Ditinjau dari Isi Putusan  
Ditinjau dari isinya putusan hakim di bagi dalam 2 (dua) bentuk 
permasalahan, yaitu :  
a. Dalam aspek kehadiran para pihak  
Dalam penyelesaian sengketa di persidangan harus dihadiri oleh 
para pihak dan untuk itu para pihak harus dipanggil secara patut. 
Tetapi, terkadang meskipun sudah dipanggil secara patut tetap ada 
kemungkinan bagi salah satu pihak yang tidak hadir untuk memenuhi 
                                                          
37H. Riduan Syahrani, S.H., Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, PT. Citra Aditya Bakti 
Bandung, Cet. V,  2009 
38 Harahap,op.cit.,hal.876 
39 Muhammad,op.cit 
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panggilan tanpa alasan yang jelas. Sehingga menurut Yahya Harahap 
pihak yang tidak hadir dapat dikatakan telah melakukan pengingkaran 
untuk menghadiri pemeriksaan persidangan.40 
Untuk mencegah hal tersebut, maka undang-undang memberikan 
wewenang kepada hakim untuk menjatuhkan putusan. Putusan yang 
dimaksud antara lain :  
a) Putusan gugatan gugur  
Penggugat yang tidak hadir pada hari sidang yang telah di tetapkan 
dan tidak menghadirkan wakilnya padahal sudah dipanggil secara 
patut, maka hakim berwenang untuk menjatuhkan putusan 
menggugurkan gugatan penggugat, dan dengan itu penggugat 
dihukum untuk membayar biaya perkara. Sebagaimana telah diatur 
dalam pasal 124 H.I.R.  
b) Putusan Verstek  
Tergugat yang tidak hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan 
padahal sudah dipanggil secara patut dan sah , maka hakim berwenang 
menjatuhkan putusan verstek dalam hal ini tergugat dianggap telah 
mengakui dalil gugatan penggugat secara murni. Putusan ini atur 
dalam pasal 125 ayat (1) H.I.R. dan pasal 78 Rv. Dalam putusan ini 
gugatan yang diajukan oleh penggugat dikabulkan oleh majelis hakim.  
 
 
                                                          
40 Harahap,op.cit.,hal 873. 
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c) Putusan Contradictoir  
Putusan ini ditinjau dari segi kehadiran para pihak pada saat 
putusan diucapkan. Menurut Yahy Harahap, apabila ditinjau dari segi 
putusan contradictoir terdapat 2 (dua) jenis, yaitu :  
1) Pada saat putusan di ucapkan para pihak hadir  
Hal ini terjadi pada waktu putusan dijatuhkan dan diucapkan 
hakim, pihak penggugat dan tergugat atau kuasannya dapat 
menghadiri persidangan, namun kemungkinan pada sidang-sidang 
sebelumnya, salah satu pihak, penggugat atau tergugat pernah tidak 
datang menghadiri sidang.  
2) Pada saat putusan diucapkan salah satu pihak tidak hadir  
Pasal 127 H.I.R. dan Pasal 81 Rv. Putusan ini dapat dijatuhkan 
apabila baik pada sidang pertama maupun sidang-sidang 
berikutnya, pihak yang bersangkutan selalu hadir, atau mungkin 
juga salah satu sidang tidak hadir, atau pada sidang-sidang yang 
lain selalu hadir, akan tetapi pada saat putusan diucapkan, pihak 
tersebut atau salah satu pihak tidak hadir.41 
Dalam menetapkan secara pasti hubungan hukum antara para 
pihak Dari penetapan dan penegasan kepastian hukum tersebut, 
maka putusan akhir dapat diklasifikasikan sebagai berikut:  
 
 
                                                          
41 Ibid., hal. 875 
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a. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima 
Terdapat berbagai cacat formil yang menjadi dasar bagi 
hakim untuk menyatakan gugatan tidak diterima, antara lain 
sebagai berikut:  
1) Pihak yang mengajukan gugatan adalah kuasa yang tidak 
didukung oleh surat kuasa khusus yang memenuhi syarat 
atau ketetntuan yang berlaku. 
2) Gugatan mengandung error in persona 
3) Gugatan diluar yuridiksi absolut atau relafief pengadilan 
4) Gugatan abscuur libel 
5) Gugatan yang diajukan mengandung unsur ne bis in idem 
6) Gugatan masih prematur  
7) Gugatan daluwarsa 
b. Menolak gugatan penggugat  
Hakim menjatuhkan putusan akhir menolak gugatan 
penggugat, apabila penggugat tidak mampu membuktikan dalil 
gugatan, disebabkan alat bukti yang diajukan tidak memenuhi 
batas minimal pembuktian, atau alat bukti yang diajukan 
penggugat dilumpuhkan dengan bukti lawan yang diajukan 
tergugat. 
c. Mengabulkan gugatan penggugat 
Dalam hal ini hakim dalam menjatuhkan putusannya dan 
menguntungkan pihak penggugat serta membebankan kewajiban 
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hukum kepada tergugat. Dalam mengabulkan gugatan, hakim 
tidak diwajibkan mengabulkan seluruh gugatan, melaikan dapat 
mengabulkan sebagian dan menolak selebihnya atau 
mengabulkan sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima 
sebagian yang lain.dalam hal ini pertimbangan tergantung 
kepada hakim yang memeriksa setiap perkara.  
4. Pertimbangan Hukum 
Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman, Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat 
hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat 
meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan 
pertimbangan atau pendapat terlulis terhadap perkara yang sedang diperiksa 
dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. 
Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek untuk mewujudkan nilai 
dari sebuah putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan 
mengandung kepastian hukum, serta mengandung maanfaat bagi para pihak 
yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan 
teliti,baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tersebut tidak teliti, baik 
dan cermat, maka putusan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan 
Tinggi atau Mahkamah Agung.42 
 
                                                          
42 Mukti Arto , Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, cet V (Yogyakarta, Pustaka 
Pelajar, 2004), h.140 
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Pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-
hal sebagai berikut :  
a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak 
disangkal. 
b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek 
menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.  
c. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan 
atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik 
kesimpuan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya 
tuntutan tersebut dalam amar putusan.43 
5. Dasar Pertimbangan Hakim 
Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan 
kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan 
hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. 
Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim 
merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak 
ukur tercapainya suatu kepastian hukum.  
Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 
Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 
2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan 
kehakimanyang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama 
dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 
                                                          
43 Ibid, hal.142 
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Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang 
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 
keadilan berdasarkan pancasila dan Undang-undang Negara Republik 
Indonesia tahun1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik 
Indonesia.44 
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam 
ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari 
segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal 
sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam 
melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim 
adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga 
putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 
ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasan kehakiman dilakukan oleh sebuah 
Mahkamah Agungdan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam 
lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,lingkungan peradilan 
militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah 
konstitusi.45 
Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidakmemihak 
(impartial jugde) Pasal 5 ayat (1)UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak 
di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim 
harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah 
dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tapatnya perumusan UU No. 48 
                                                          
44 Ibid, hal 142 
45 Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996),hal 94 
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Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan 
tidak membeda-bedakan orang”.46 
Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan 
tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih 
dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian 
memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya 
denganhukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan 
terhadap peristiwa tersebut.Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya 
sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang 
diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 
1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk 
memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa 
hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan 
mengadilinya. 
Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk 
bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal 
(doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada 
nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, halini dijelaskan dalam Pasal 
28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, 
dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat” 
 
 
                                                          
46 Ibid Hal. 95 
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6. Kekuatan Hukum Putusan Pengadilan 
Dalam pasal 180 H.I.R dan Pasal 191 R.Bg menyebutkan adanya suatu 
putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , maka dari sini 
terdapat pula putusan hakim yang belum mempunyai hukum tetap. Putusan 
yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut 
ketentuan undang-undang masih terbuka kesempatan untuk menggunakan 
upaya melawan putusan tersebut. Sedangkan putusan hukum tetap adalah 
putusan yang menurut ketentuan undang-undang tidak ada kesempatan untuk 
menggunakan upaya hukum biasa, jadi putusan tersebut tidak dapat lagi 
diganggu gugat.47 
Menurut doktrin, dalam putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap terdapat 3 (tiga) acam kekuatan untuk dapat dilaksanakan, yaitu :  
1. Kekuatan mengikat  
Putusan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan 
menetapkan hak atau hukumnya. Apabila pihak yang bersengketa tidak 
dapat menyelesaikan sengketa diantaranya secara damai dan meyerahkan 
serta mempercayakan engketa tersebut kepada pengadilan untuk diperiksa 
dan diadili, maka para pihak yang bersengketa harus tunduk dan patuh pada 
putusan yang akan dijatuhkan, sehingga putusan ini mempunyai kekuatan 
hukum yang mengikat terhadap para pihak yang bersengketa.  
 
 
                                                          
47 Muhammad, op. cit., hal 174-175 
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2. Kekuatan Pembuktian  
Putusan dalam bentuk teertulis yang merupakan akta ontentik yang tidak 
lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak, 
yang akan dipeerlukan untuk mengajukan upaya hukum. Meskipun putusan 
pengadilan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, 
namun mempunai kekuatan pembuktian terhadap pihak keiga.  
3. Kekuatan Executoriaal  
Kekuatan eksekutorial adalah putusan di maksudkan untuk 
menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa atau menetapkan hak atau 
hukumnya saja, melainkan juga realisasi atau pelaksanaannya (eksekusinya) 
secara paksa.Untuk itu apa yang telah ditentukan majelis hakim dalam 
putusannya harus dilaksanankan walaupun banyak orang membantahnya. 
Kekuatan eksekutorial putusan hakim tidak dapat dilumpuhkan, kecuali 
apabila telah dipenuhi dengan sukarela. 
B. Tinjauan Mengenai Ganti Rugi 
1. Pengertian Ganti Rugi 
Ganti rugi adalah penggantian berupa uang atau barang lain kepada 
seseorang yang merasa dirugikan karena harta miliknya diambil dan 
dipakai untuk kepentingan orang banyak.hak seorang untuk mendapat 
pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan baik materiil maupun 
imateriil.48 
                                                          
48Lispedia, Pengeritian Ganti Rugi, http://lispedia.blogspot.co.id/2012/07/catatan-viktimologi, 
tanggal acces 21 mei 2017  
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Gugatan ganti rugi adalah suatu upaya atau tindakan untuk menuntut 
hak atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas atau 
kewajibannya, guna memulihkan kerugian yang diderita oleh penggugat 
melalui putusan pengadilan. Tuntutan hak ini adalah tindakan yang 
bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan 
untuk mencegah “eigenrichting”.49 
2. Dasar Hukum Gugatan Ganti Rugi Dalam Gugatan Perdata 
Secara umum gugatan perdata terbagi atas gugatan wanprestasi dan 
gugatan perbuatan melawan hukum.Suatu gugatan wanprestasi diajukan 
karena adanya pelanggaran kontrak (wanprestasi) dari salah satu 
pihak.Karena dasar gugatan wanprestasi adalah pelanggaran perjanjian, 
maka gugatan semacam itu tidak mungkin lahir tanpa adanya perjanjian 
terlebih dahulu.Pasal 1365 KUHPerdata telah mengakomodasi ketentuan 
tersebut, bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi atas suatu 
perbuatan melawan hukum yang merugikannya. Untuk dapat menuntut 
ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum, maka syarat yang perlu 
dipenuhi adalah:50 
a. Adanya perbuatan; 
b. Perbuatan tersebut melawan hukum;  
c. Adanya kesalahan;  
d. Adanya kerugian;  
                                                          
49 Andi Abdurrahman Nawawi, “Tinjauan Umum Mengenai Gugatan Perdata”, tersedia di 
http://www.google.com., diakses tanggal 21 mei 2017. 
50 Dadang Sukandar, “Gugatan Ganti Rugi karena Perbuatan Melawan Hukum”, tersedia di 
http://www.google.com., diakses tanggal 20 Maret 2012. 
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e. Adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara perbuatan 
melawan hukum dan kerugian. 
3. Bentuk-bentuk Kerugian 
Bentuk-bentuk kerugian dapat kita bedakan atas dua bentuk yakni :  
a. Kerugian materiil  
Kerugian materiil dapat terdiri  kerugian nyata yang diderita dan 
keuntungan yang diharapkan.   
1. Ganti rugi karena wanprestasi 
Ditinjau dari sumber hukumnya, wanprestasi menurut Pasal 1243 
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) timbul dari 
perjanjian (agreement). Oleh karena itu, wanprestasi tidak mungkin 
timbul tanpa adanya perjanjian yang dibuat terlebih dahulu diantara 
para pihak. Hak menuntut ganti kerugian karena wanprestasi timbul 
dari Pasal 1243 KUH Perdata, yang pada prinsipnya membutuhkan 
penyataan lalai dengan surat peringatan (somasi). 
Menurut pasal 1243 KUH Perdata, pengertian ganti rugi perdata 
lebih menitikberatkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya 
suatu perikatan, yakni kewajiban debitur untuk mengganti kerugian 
kreditur akibat kelalaian pihak debitur melakukan wanprestasi. Ganti 
rugi tesebut meliputi: 
1. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan. 
2. Kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan 
benda milik kreditur akibat kelalaian debitur. 
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3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan 
Dalam pasal 1246 KUHPerdat menyebutkan : 
“biaya, rugi dan bunga yang oleh siberpiutang boleh dituntut 
akanpenggantiannya, terdirilah padaumumnya atas rugi yang 
telahdideritanya dan untung yang sedianyaharus dapat dinikmatinya, 
dengan takmengurangi pengecualian-pengecualianserta perubahan-
perubahan yang akandisebut di bawah ini.” 
 
Menurut Abdulkadir Muhammad,dari pasal 1246 KUHPerdata 
tersebut, dapat ditarik unsur-unsur ganti rugi adalah sebagaiberikut : 
a) Ongkos-ongkos atau biaya-biaya yangtelah dikeluarkan (cost), 
misalnya ongkoscetak, biaya meterai, biaya iklan. 
b) Kerugian karena kerusakan, kehilangan atau barang kepunyaan 
kreditur akibat kelalaian debitur (damages). Kerugian di sini 
adalah yang sungguh-sungguh diderita. 
c) Bunga atau keuntungan yang diharapkan (interest).51 
Purwahid Patrik lebih memperinci lagi unsur-unsur kerugian. 
Menurut Patrik, kerugian terdiri dari dua unsur :  
a. Kerugian yang nyata diderita (damnumemergens) meliputi biaya 
dan rugi 
b. Keutungan yang tidak peroleh (lucrumcessans) meliputi bunga.52 
2. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum  
Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan :  
“ Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian 
kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya 
menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”  
                                                          
51Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Alumni,Bandung, 1982, h. 41. 
52Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan(Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan 
DariUndang-Undang), Mandar Maju, Bandung, 1994, h. 14. 
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Sedangkan ketentuan pasal 1366 KUHPerdata menyatakan :  
“ setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian 
yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk 
kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-
hatinya”. 
 
Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, PMH timbul karena perbuatan 
seseorang yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Hak 
menuntut ganti kerugian karena PMH tidak perlu somasi. Kapan saja 
terjadi PMH, pihak yang dirugikan langsung mendapat hak untuk 
menuntut ganti rugi tersebut. KUHPerdata tidak mengatur 
bagaimana bentuk dan rincian ganti rugi. Dengan demikian, bisa 
digugat ganti kerugian yang nyata-nyata diderita dan dapat 
diperhitungkan (material) dan kerugian yang tidak dapat dinilai 
dengan uang (immaterial). 
Unsur-unsur PMH sebagai berikut: 
a. ada perbuatan melawan hukum; 
Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau 
tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum. Putusan 
Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum 
(H.R. 31 Januari 1919), yang kemudian telah memperluas pengertian 
melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum 
tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut:53 
                                                          
53Putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 
Januari 1919) ini telah menjadi yurisprudensi dan sudah diketahui umum telah juga menjadi 
rujukan bagi hukum di Indonesia. 
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b. Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan 
jelas-jelas melanggar undang-undang 
c. Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang 
dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh 
hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat 
pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik 
ataupun hak perorangan lainnya. 
d. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya 
kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, 
termasuk hukum publik. 
e. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 
Jo Pasal 1337 KUHPerdata) 
f. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam 
masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis 
(bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan 
dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk 
memperhatikan kepentingan orang lain. 
g. ada kesalahan; 
Kesalahan ini ada 2 (dua), bisa karena kesengajaan atau karena 
kealpaan.Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang 
normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan 
merugikan orang lain.Sedang, Kealpaan berarti ada perbuatan 
mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-
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hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain54. 
Namun demikian adakalanya suatu keadaan tertentu dapat 
meniadakan unsur kesalahan, misalnya dalam hal keadaan 
memaksa (overmacht) atau si pelaku tidak sehat pikirannya (gila) 
h. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan; 
Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan 
dengan akibat yang muncul.Misalnya, kerugian yang terjadi 
disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak 
akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum 
tersebut. 
i. ada kerugian. 
Akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian di sini 
dibagi jadi 2 (dua) yaitu Materil dan Imateril. Materil misalnya 
kerugian karena tabrakan mobil, hilangnya keuntungan, ongkos 
barang, biaya-biaya, dan lain-lain. Imateril misalnya ketakutan, 
kekecewaan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semangat hidup yang 
pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang.Adapun pemberian 
ganti kerugian menurut KUHPerdata sebagai berikut55:  
1. Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 
KUHPerdata); 
                                                          
54Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer, (Bandung : PT. Citra 
Aditya Bakti, 2002) hal.73. 
 
55 Ibid, hal 137 
41 
 
2. Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 
1367 KUHPerdata). Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata, seseorang 
tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan 
perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang 
disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya 
atau disebabkan barang-barang yang berada dalam 
pengawasannya (vicarious liability). 
3. Ganti rugi untuk pemilik binatang(Pasal 1368 KUHPerdata) Ganti 
rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369 
KUHPerdata) 
4. Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang 
dibunuh (Pasal 1370 KUHPerdata) 
5. Ganti rugi karena telah luka tau cacat anggota badan (Pasal 1371 
KUHPerdata) 
6. Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372 KUHPerdata) 
KUHPerdata tidak mengatur soal ganti kerugian yang harus 
dibayar karena Perbuatan Melawan Hukum sedang Pasal 1243 
KUHPerdata membuat ketentuan tentang ganti rugi karena 
Wanprestasi. Maka menurut Yurisprudensi ketentuan ganti kerugian 
karena wanprestasi dapat diterapkan untuk menentukan ganti 
kerugian karena Perbuatan Melawan Hukum.56 
                                                          
56M.A Moegni Djojodirdjo: Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982, hal 
73. Bandingkan dengan R. Wirjono Prodjodikoro: Perbuatan Melawan Hukum, Bandung: Sumur 
Bandung, 1984, hal 44. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak membedakan dua macam 
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b. Kerugian immateriil 
Kerugian immateriil adalah kerugian berupa pengurangan 
kenyamanan hidup seseorang, misalnya karena penghinaan, cacat badan 
dan sebagainya, namun seseorang yang melakukan perbuatan melawan 
hukum tidak selalu harus memberikan ganti kerugian atas kerugian 
immateril tersebut. 
Undang-undang hanya mengatur penggantian kerugian yang bersifat 
materiil. Kemungkinan terjadi bahwa kerugian itu menimbulkan 
kerugian yang immateriil, tidak berwujud, moril, idiil, tidak dapat 
dinilai dengan uang, tidak ekonomis, yaitu berupa sakitnya badan, 
penderitaan batin, rasa takut, dan sebagainya. 
Ganti rugi sebagai akibat pelanggaran norma, dapat disebabkan 
karena wanprestasi yang merupakan perikatan bersumber perjanjian dan 
perbuatan melawan hukum yang merupakan perikatan bersumber 
undang-undang. Ganti rugi sebagai akibat wanprestasi yang diatur di 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat juga diberlakukan 
bagi ganti rugi sebagai akibat perbuatan melawan hukum. Mengingat 
adanya bentuk kerugian materiil dan imateriil, maka wujud ganti rugi 
dapat berupa natura (sejumlah uang) maupun innatura. 
 
 
 
                                                                                                                                                               
kerugian, sehingga Pasal 1246 KUHPerdata dapat diterapkan terhadap perbuatan melawan hukum 
atau wanprestasi. 
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4.Sebab-Sebab Kerugian 
Kerugian adalah suatu pengertian kausal, yakni berkurangnya harta 
kekayaan (perubahan keadaan berkurangnya harta kekayaan), dan 
diasumsikan adanya suatu peristiwa yang menimbulkan perubahan 
tersebut. Syarat untuk menggeserkan kerugian itu kepada pihak lain oleh 
pihak yang dirugikan adalah bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh 
pelanggaran suatu norma oleh pihak lain tersebut. 
a) Harus ada hubungan kausal  
b) Harus ada adequate57 
Menurut Nurhayati Abas, ganti kerugian harus memenuhi beberapa 
sebab:  
a. Hubungan Sine Qua Non (Von Buri) Syarat pertama untuk 
membebankan kerugian pada orang lain adalah bahwa telah terjadi 
pelanggaran norma yang dapat dianggap sebagai condicio sine qua 
non kerugian tersebut. Menurut teori ini suatu akibat ditimbulkan oleh 
berbagai peristiwa yang tidak dapat ditiadakan untuk adanya akibat 
tersebut. Berbagai peristiwa tersebut merupakan suatu kesatuan yang 
disebut “sebab”. 
b. Hubungan Adequat (Von Kries) Kerugian adalah akibat adequat 
pelanggaran norma apabila pelanggaran norma demikian 
meningkatkan kemungkinan untuk timbulnya kerugian demikian. 
Inilah inti ajaran penyebab yangadequat. Teori ini berpendapat bahwa 
                                                          
57Nurhayati Abbas, Hak-Hak Dalam Hubungan Keperdataan, diacess Tanggal 21 Maret 2017, 
Program Pasca Sarjana S3 Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar. 
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suatu syarat merupakan sebab, jika menurut sifatnya pada umumnya 
sanggup untuk menimbulkan akibat. Selanjutnya Hoge Raad 
memberikan perumusan, bahwa suatu perbuatan merupakan sebab jika 
menurut pengalaman dapat diharapkan / diduga akan terjadinya akibat 
yang bersangkutan. Ajaran ini mencampur adukkan antara causalitet 
dan pertanggunganjawaban. 
C. Tinjauan Mengenai Pengangkutan  
1. Pengertian dan Asas-asas Pengangkutan  
a. Pengertian Pengangkutan  
Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut 
dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk 
menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu 
tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim 
mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.58 
Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan orang dan/atau barang 
dari suatu tempat ke tempat lain baik melalui angkutan darat, angkutan 
perairan, maupun angkutan udara dengan menggunakan alat angkutan.59 
Pengangkutan didefinisikan sebagai perpindahan tempat, baik 
mengenai benda-benda maupun orang, karena perpindahan itu mutlak  
 
 
                                                          
58HMN Purwosutjipto, Pengertian  Pokok  Hukum  Dagang  Indonesia,  3,  Hukum 
Pengangkutan, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm. 2. 
59 Hasim Purba, Hukum Pengangkutan Di Laut, Penerbit Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005, 
hal. 4 
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dibutuhkan dalam rangka mencapai dan meninggikan manfaat serta 
efisien.60 
2. Asas-asas Pengangkutan 
Asas-asas hukum pengangkutan terbagi ke dalam 2 (dua) jenis yaitu :  
1) Bersifat publik Asas yang bersifat publik merupakan landasan 
hukum pengangkutan yang berlaku dan berguna bagi semua pihak, 
yaitu pihak-pihak dalam pengangkutan, pihak ketiga yang 
berkepentingan dengan pengangkutan, dan pihak pemerintah. Asas-
asas yang bersifat publik biasanya terdapat di dalam penjelasan 
undang-undang yang mengatur tentang pengangkutan.asas hukum 
pengangkutan yang bersifat publik, yaitu sebagai berikut: 
a) Asas Manfaat; Pengangkutan barang harus dapat memberikan 
manfaat sebesarbesarnya bagi kemanusiaan, peningkatan 
kesejahteraan rakyat dan pengembangan tingkat kehidupan yang 
berkesinambungan bagi warga negara, serta upaya peningkatan 
pertahanan dan keamanan negara; 
b) Asas usaha bersama dan kekeluargaan; Penyelenggaraan usaha 
pengangkutan barang dilaksanakan untuk mencapai cita-cita dan 
aspirasi bangsa yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh 
seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai oleh semangat 
kekeluargaan;  
                                                          
60 Sinta Uli, Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport Angkutan Laut, 
 Angkutan Darat dan Angkutan Udara, Medan, USU Press, 2006, hal. 20. 
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c) Asas adil dan merata; Penyelenggaraan pengangkutan barang 
harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada 
segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh 
masyarakat;  
d) Asas keseimbangan; Pengangkutan barang harus diselenggarakan 
sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan yang serasi 
antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan 
penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta 
antara kepentingan nasional dan internasional;  
e) Asas kepentingan umum; Penyelenggaraan pengangkutan barang 
harus mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi 
masyarakat luas;  
f) Asas keterpaduan; Pengangkutan barang harus merupakan 
kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, dan saling menunjang;  
g) Asas kesadaran hukum; Mewajibkan kepada pemerintah untuk 
menegakkan dan menjamin kepastian hukum serta mewajibkan 
kepada setiap warga negara Indonesia untuk selalu sadar dan taat 
kepada hukum;  
h) Asas percaya pada diri sendiri Pengangkutan barang harus 
berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan 
sendiri, serta bersendikan kepada kepribadian bangsa;  
i) Asas keselamatan Setiap penyelenggaraan pengangkutan 
penumpang harus disertai dengan asuransi kecelakaan. 
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2) Asas Hukum Pengangkutan Bersifat Perdata Asas-asas hukum 
pengangkutan yang bersifat perdata merupakan landasan hukum 
pengangkutan yang hanya berlaku dan berguna bagi kedua pihak 
dalam pengangkutan, yaitu pengangkut dan penumpang atau 
pengguna layanan pos barang.asas hukum pengangkutan bersifat 
perdata terdiri dari: 
a) Asas konsensual; Perjanjian pengangkutan tidak diharuskan dalam 
bentuk tertulis, sudah cukup dengan kesepakatan pihak-pihak. Akan 
tetapi, untuk menyatakan bahwa perjanjian itu sudah terjadi atau 
sudah ada harus dibuktikan dengan atau didukung dengan dokumen 
pengangkutan; 
b) Asas koordinatif; Pihak-pihak dalam pengangkutan mempunyai 
kedudukan yang setara atau sejajar, tidak ada pihak yang mengatasi 
atau membawahi yang lain meskipun pengangkut menyediakan jasa 
dan melaksanakan perintah penumpang atau pengirim barang, 
pengangkut bukan bawahan penumpang atau pengirim barang. 
Pengangkut merupakan salah satu bentuk pemberian kuasa;  
c) Asas campuran; Pengangkutan merupakan campuran dari 3 (tiga) 
jenis perjanjian yakni, pemberian kuasa, penyimpanan barang dan 
melakukan pekerjaan dari pengirim barang kepada pengangkut. 
Ketentuan ketiga jenis perjanjian ini berlaku pada pengangkutan, 
kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian pengangkutan;  
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d) Asas pembuktian dengan dokumen; Setiap pengangkutan selalu 
dibuktikan dengan dokumen angkutan, tidak ada dokumen 
pengangkutan berarti tidak ada perjanjian pengangkutan, kecuali jika 
kebiasaan yang sudah berlaku umum.61 
D. Tinjauan Mengenai Jasa Penerbangan  
1. Pengertian Pengakut Udara  
Pengangkut udara yaitu setiap pihak yang mengadakan perjanjian 
pengangkutan dengan pihak penumpang atau pengirim atau penerima 
barang, perjanjian mana dapat dibuktikan dengan dokumen angkutan yang 
diberikan pada penumpang/pengirim barang.62 
Angkutan Udara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 pasal 
18 ayat 3 tentang Penerbangan adalah setiap kegiatan dengan 
menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, 
dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke 
bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara. 
2. Perjanjian Pengangkutan Udara  
Menurut R. Soekardono, perjanjian pegangkutan udara adalah 
perjanjian timbal balik, pada mana pihak pengangkut mengikatkan diri 
untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang ke tempat 
tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya (pengirim-penerima, pengirim 
                                                          
61 Ibid Hal 16 
62 E. Suherman, Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan, Mandar Maju, Bandung, 2000, 
hal.36. 
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atau penerima, penumpang), berkeharusan untuk menunaikan pembayaran 
tertentu untuk pengangkutan tersebut.63 
Menurut UU No. 1 Tahun 2009 pasal 1 ayat 29 tentang Penerbangan, 
perjanjian Pengangkutan Udara adalah perjanjian antara pengangkut dan 
pihak penumpang dan/atau pengirim kargo untuk mengangkut penumpang 
dan/atau kargo dengan pesawat udara, dengan imbalan bayaran atau dalam 
bentuk imbalan jasa yang lain. 
3. Pihak –pihak dalam Perjanjian Pengangkutan Udara  
a. Pihak Penumpang  
Penumpang adalah pihak dalam perjanjian pengangkutan 
penumpang. Penumpang mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai 
subyek pengangkutan karena ia adalah pihak dalam perjanjian, dan 
penumpang juga sebagai objek pengangkutan karena ia adalah muatan 
yang diangkut. Sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan, 
penumpang harus sudah dewasa atau mampu melakukan perbuatan 
hukum atau mampu membuat perjanjian (pasal 1320 KUHPdt).Ada 
beberapa ciri penumpang : 
a) orang yang berstatus pihak dalam perjanjian pengangkutan; 
b) membayar biaya angkutan;  
c) pemegang dokumen angkutan.64 
                                                          
63 R. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, Cet. 2, Rajawali, Jakarta, 1986, hal. 8. 
64Abdulkadir Muhammad, 1991, Hukum Pengangkutan Darat, Laut,dan Udara, Penerbit 
PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.35. 
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Penumpang Udara adalah setiap orang yang diangkut dengan 
pesawat udara oleh pengangkut berdasarkan suatu perjanjian angkutan 
udara dengan atau tanpa bayaran .65 
b. Pihak Pengangkut 
Dalam perjanjian pengangkutan barang, pihak pengangkut yakni 
pihak yang berkewajiban memberikan pelayanan jasa angkutan, barang 
dan berhak atas penerimaan pembayaran tarif angkutan sesuai yang 
telah diperjanjikan. Dalam perjanjian pengangkutan penumpang, pihak 
pengangkut yakni pihak yang berkewajiban memberikan pelayanan jasa 
angkutan penumpang dan berhak atas penerimaan pembayaran tarif 
(ongkos) angkutan sesuai yang telah ditetapkan.66 
Menurut Abdulkadir Muhammad pengangkut memiliki dua arti, 
yaitu sebagai pihak penyelenggara pengangkutan dan sebagai alat yang 
digunakan untuk menyelenggarakan pengangkutan.67 
E.Suherman mendefenisikan pengangkut udara yaitu setiap pihak 
yang mengadakan perjanjian pengangkutan dengan pihak penumpang 
atau pengirim atau penerima barang, perjanjian mana dapat dibuktikan 
dengan dokumen angkutan yang diberikan pada penumpang/pengirim 
barang.68 
 
 
                                                          
65 E. Suherman, op.cit, hal 36  
66Zainal Asikin,hukum dagang, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2013, hal.163. 
67 Abdulkadir muhammad, op.cit, hal 47 
68 E. Suherman, Op cit, hal 79 
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4. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pengangkutan 
Udara 
Dalam perjanjian pengangkutan terdapat hak dan kewajiban para pihak yang 
harus dilaksanakan dengan baik. Hak dan kewajibana timbul karena adanya 
hubungan hukum diantara para pihak. Berikut dipaparkan hak dan kewajiban 
pengangkut dan penumpang pada transportasi udara. 
a. Hak dan kewajiban Pengangkut 
a) Hak Pengangkut  
Hak-hak yang dimiliki oleh pihak pengangkut, antara lain:69 
1. Pihak pengangkut berhak menerima biaya pengangkutan. 
2. Pemberitahuan dari pengirim mengenai sifat, macam dan harga 
barang yang akan diangkut, yang disebutkan dalam Pasal 469, 470 
ayat (2), 479 ayat (1) KUHD. 
3. Penyerahan surat-surat yang diperlukan dalam rangka mengangkut 
barang yang diserahkan oleh pengirim kepada pengangkut 
berdasarkan Pasal 478 ayat (1) KUHD. 
b)  Kewajiban Pengangkut 
Secara umum kewajiban pengangkut adalah menyelenggarakan 
pengangkutan barang atau penumpang beserta bagasinya dan menjaganya 
dengan sebaik-baiknya hingga sampai di tempat tujuan.  
Menurut H.M.N Purwosutjipto, kewajiban-kewajiban dari pihak 
pengangkut adalah sebagai berikut:70  
                                                          
69 HMN Purwosutjipto, Op.Cit, hal. 34. 
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1. Menyediakan alat pengangkut yang akan digunakan untuk 
menyelenggarakan pengangkutan. 
2. Menjaga keselamatan orang (penumpang) dan/ atau barang yang 
diangkutnya. Dengan demikian maka sejak pengangkut 
menguasai orang (penumpang) dan/ atau barang yang akan 
diangkut, maka sejak saat itulah pihak pengangkut mulai 
bertanggung jawab (Pasal 1235 KUHPerdata). 
3. Kewajiban yang disebutkan dalam Pasal 470 KUHD yang 
meliputi: 
i. Mengusahakan pemeliharaan, perlengkapan atau 
peranakbuahan alat pengangkutnya.  
ii. Mengusahakan kesanggupan alat pengangkut itu untuk dipakai 
menyelenggarakan pengangkutan menurut persetujuan. 
iii. Memperlakukan dengan baik dan melakukan penjagaan atas 
muatan yang diangkut. 
4. Menyerahkan muatan ditempat tujuan sesuai dengan waktu yang 
telah ditetapkan dalam perjanjian.  
Pasal 140 UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan mengatur 
tentang kewajiban pengangkut yaitu mengangkut orang dan/atau kargo, 
dan pos setelah disepakatinya perjanjian pengangkutan dan memberikan 
pelayanan yang layak terhadap setiap pengguna jasa angkutan udara 
sesuai dengan perjanjian pengangkutan yang disepakati, dimana 
                                                                                                                                                               
70 Ibid 
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perjanjian ini dibuktikan dengan tiket penumpang dan dokumen 
muatan. 
Menurut Lestari Ningrumada beberapa kewajiban pokok pengangkut 
udara, yaitu sebagai berikut:  
a. Mengangkut penumpang dan/atau barang serta menerbitkan 
dokumen angkutan sebagai imbalan haknya memperoleh 
pembayaran biaya angkutan; 
b. Mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh 
penumpang dan/atau pengirim barang jika terjadi pembatalan 
pemberangkatan pesawat udara niaga; 
c. Dapat menjual kiriman yang telah disimpan (bukan karena 
sitaan) yang karena sifat dari barang tersebut mudah busuk, 
yang lebih dari 12 (dua belas) jam setelah pemberitahuan tidak 
diambil oleh penerima kiriman barang; 
d. Bertanggung jawab atas kematian atau lukanya penumpang yang 
diangkut, musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut, 
keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang apabila 
terbukti hal tersebut merupakan kesalahan pengangkut 
b. Hak dan Kewajiban Penumpang Pada Angkutan Udara 
a) Hak Penumpang 
Seorang penumpang dalam perjanjian angkutan udara tentunya 
mempunyai hak untuk diangkut ke tempat tujuan dengan pesawat udara 
yang telah ditunjuk atau dimaksudkan dalam perjanjian angkutan udara 
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yang bersangkutan. Di samping itu juga penumpang atau ahli warisnya 
berhak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dideritanya sebagai 
akibat adanya kecelakaan penerbangan atas pesawat udara yang 
bersangkutan. Selain itu hak-hak penumpang lainnya adalah menerima 
dokumen yang menyatakannya sebagai penumpang, mendapatkan 
pelayanan yang baik, memperoleh keamanan dan keselamatan selama 
dalam proses pengangkutan dan lain-lain. 
b) Kewajiban Penumpang 
 Sebagai salah satu pihak dalam perjanjian angkutan udara maka 
penumpang memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut:  
1. Membayar uang angkutan, kecuali ditentukan sebalinya  
2. Mengindahkan petunjuk-petunjuk dari pengangkut udara atau dari 
pegawai-pegawainya yang berwenang untuk itu 
3. Menunjukan tiketnya kepada pegawai-pegawai pengakut udara 
setiap saat apabila diminta  
4. Tunduk kepada peraturan-peraturan pengangkut udara mengenai 
syarat-syarat umum perjanjian angkutan muatan udara yang 
disetujuinya 
5. Memberitahukan kepada pengangkut udara tentang barang-barang 
berbahaya atau barangbarang terlarang yang dibawa naik sebagai 
bagasi tercatat atau sebagai bagasi tangan, termasuk pula barang-
barang terlarang yang ada pada dirinya.  
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Apabila penumpang tidak melaksanakan kewajibannya itu, maka 
sebagai konsekuensinya pengakut udara berhak untuk membatalkan 
perjanjian angkutan udara itu. Disamping itu juga apabila penumpang yang 
melalikan kewajibannya itu kemudian menimbulkan kerugian sebagai 
akibat perbuatannya itu, maka ia sebagai penumpang harus bertanggung 
jawab atas kerugian tersebut. 
E. Tinjauan Mengenai Perlindungan Konsumen  
1. Pengertian Perlindungan Konsumen  
Istilah konsumen berasal dari kata consumer, atau 
consument/konsument. Secara harfiah arti kata consumer adalah setiap 
orang menggunakan barang.71 
Menurut Mariam Darus Badrul Zaman mendefisikan konsumen dengan 
cara mengambil alih pengertin yang digunakan oleh kepustakaan Belanda, 
yaitu : “ semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara 
konkret dan riil”72 
Pengertian Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 
selanjutnya disingkat UUPK 8/1999 adalah “segala upaya yang menjamin 
adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. 
Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asasasas dan 
kaedah-kaedah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan 
                                                          
71 Celina Tri Kristiayanti, Hukum Perlindungan Konsumen (Cet.III:Jakarta:Sinar 
Grafika,2011), hal.22 
72 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta:Kencana,2013), hal 16 
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dan masalah penyediaan dan penggunaan produk antara penyedia dan 
penggunannya dalam kehidupan bermasyarakat.73 
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen  
i. Asas perlindungan konsumen  
Asas Perlindungan konsumen dalam Pasal 2 UUPK 8/1999, yaitu:  
1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala 
upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus 
memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen 
dan pelaku usaha secara keseluruhan. 
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat 
diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada 
konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan 
melaksanakan kewajibannya secara adil 
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan 
keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan 
pemerintah dalam arti materiil dan spiritual. 
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk 
memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada 
konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang 
dan/jasa yang dikonsumsi dan digunakan. 
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun 
konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam 
                                                          
73 A.Z. Nasution, 1999, Hukum Perlindungan Konsumen, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 
23. 
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menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin 
kepastian hukum. 
ii. Tujuan Perlindungan Konsumen  
Tujuan Perlindungan Konsumen dalam Pasal 3 Undang-undang 
Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 : 
1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen 
untuk melindungi diri.  
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian dan/atau jasa. 
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, 
menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. 
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung 
unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 
mendapatkan informasi. 
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 
bertanggung jawab dalam berusaha. 
6. Meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang menjamin 
kelangsungan usaha produksi barang dan/jasa, kesehatan, 
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. 
3. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha  
Hak konsumen dalam Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen 
Nomer 8 Tahhun 1999, yaitu:  
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1. Hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang. 
2. Hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur 
mengenai kondisi dan jaminan barang. 
3. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang yang sesuai dengan 
nilai tukar dan kondisi dan jaminan barang. 
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang yang 
digunakan. 
5. Hak untuk mendapatkan perlindungan dan upaya penyelesaian 
sengketa perlindungan konsumen secara patut. 
6. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup 
7. Hak untuk memperoleh ganti kerugian 
8. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat 
9. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen  
Sedangkan Kewajiban konsumen dalam Pasal 5 Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999, yaitu:  
1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 
pemakaian atau pemanfaatan barang demi keamanan dan 
keselamatan. 
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang. 
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. 
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 
konsumen secara patut. 
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Hak pelaku uasaha dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen No 8 Tahun 1999, yaitu: 
1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang 
diperdagangkan; 
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen 
yang beritikad tidak baik; 
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam 
penyelesaian hukum sengketa konsumen.  
Kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen No 8 Tahun 1999, yaitu:  
1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 
2. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur 
serta tidak diskriminatif  
3. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau 
jasa yang berlaku; 
4. Memberikan kompensasi, ganti rugi, apabila barang dan/jasa yang 
diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan 
perjanjian. 
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4.Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen  
Tanggung jawab pelaku usaha tercantum dalam Pasal 19 Undang-
undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999, yaitu: 
1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas 
kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat 
mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau 
diperdagangkan. 
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 
pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang 
sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau 
pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) 
hari setelah tanggal transaksi. 
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana 
berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur 
kesalahan. 
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak 
berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan 
tersebut merupakan kesalahan konsumen. 
 
61 
 
F. Tinjauan mengenai Asas Kemanfaatan dan Asas Keadilan  
1. Asas Keadilan  
Keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya itilah 
keadilan berasal dari kata adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil 
berarti tengah. Adil pada hakikatnya bahwa kita memberikan kepada 
siapa saja apa yang menjadi haknya. Keadilan berarti tidak berat 
sebelah, menepatkan sesuatu di tengah-tengah tidak memihak. Kadilan 
juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana setiap orang baik dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa 
yang menjadi haknya, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.74 
Soejono K.S mendefinisikan keadilan adalah keseimbangan batiniah 
dan lahiriah yang memberikan kemungkinan dan perlindungan atas 
kehadiran dan perkembangan kebenaran yang beriklim toleransi dan 
kebebasan.75 
Menurut Aristoteles, bahwa keadilan adalah memberikan kepada 
setiap orang apa yang menjadi haknya, fiat jutitia bereat mundus. 
Selanjutnya dia membagi keadilan dibagi menjadi dua bentuk yaitu; 
pertama, keadilan distributif, adalah keadilan yang ditentukan oleh 
pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan 
bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan 
proporsional. Kedua, keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin, 
                                                          
74Lili Rasjidi, Filsafat Hukum Mazhab dan refleksinya,1994, Remaja Rosdakarya Offset, 
Bandung  
75 Soeyono Koesoemo Sisworo(2),“BEBERAPA PEMIKIRAN tentang FILSAFAT HUKUM”, 
penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. 
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mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan 
ilegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan 
menstabilkan kembali status quo dengan cara mengembalikan milik 
korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas 
miliknya yang hilang. Atau kata lainnya keadilan distributif adalah 
keadilan berdasarkan besarnya  jasa yang diberikan, sedangkan keadilan 
korektif adalah keadilan berdasarkan persamaan hak tanpa melihat 
besarnya jasa yang diberikan.76 
JohnRawls mengatakankeadilansebagai kesetaraan(justice is 
fairness), sehingga perlu adanya keadilan yang diformalkan melalui 
konstitusi dan atau hukum sebagai landasan pelaksanaan hak dan 
kewajiban dari tiap individu dalam pergaulan sosial. Keadilan formal 
demikian menuntut kesamaan minimum bagi segenap masyarakat.77 
2. Asas Kemanfaatan  
Asas kemanfaatan adalah memberikan kebahagiaan atau kepuasan 
bagi pihak-pihak yang berperkara, telah mengatasi polemik atau konflik 
baru bagi para pihak normalnya hubungan baik antara pihak-pihak yang 
bersengketa dan diperolehnya kembali apa yang menjadi objek 
                                                          
76 Aristoteles. 2007. La Politica. (penerjemah: Syamsyur Irawan Kharie). Jakarta: Visi Media. 
Hlm. 256 
77 John Rawls, A Theory of Justice, London: Oxford University press, 1973, yang sudah 
diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006. 
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sengketa oleh pihak yang dinyatakan menang, dan telah menciptakan 
keseimbangan dalam masyarakat.78 
Bentham dikenal sebagai peletak dasar aliran utilitarianisme 
menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan 
kebahagiaan bagi sebesar-besarnya jumlah manusia. Kebahagiaan 
tersebut harus baik dan tidak mengganggu orang lain walaupun 
penekananya pada kebahagiaan individu.79 
John Stuar Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki 
pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai 
sebanyak mungkin kebahagian. Menurut Mill, keadilan bersumber pada 
naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, 
baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati 
dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral 
yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.80 
78 Fance M. Wantu. 2012,“Mewujudkan kepastian hukum,keadilan dan kemanfaatan dalam 
putusan hakim di peradilan perdata”, Jurnal Dinamika Hukum Vol 12 , Gorontalo hal 481. 
79 Jeremy Bethem, An Introduction to the principles of morals and legislation, Kitchhener : 
Batoche books, 2000, hlm.14. 
80 H.R Otje Salman, S, Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah), Bandung : PT. 
Refika Aditama, 2010, hlm 44. 
